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ABSTRAK

Nama : Angeline Parahita
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Program Pemberdayaan Masyarakat Sebaga Bentuk

Tanggung Jawab Sosia dari Badan Usaha (Studi
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada PT Aneka
Tambang (Persero) Tbk)

Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi
tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan
berbentuk BUMN. Daam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah
perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan
metode normatif empiris dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil pendlitian,
penulis menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengambil benang merah
dan memahami filosofi dasar dari program pemberdayaan masyarakat pada
peraturan perundang-undangan yang berbeda agar dapat melaksanakan
kewajibannya dengan efektif dan tepat guna.

Katakunci :
BUMN, pertambangan, perusahaan, Program Kemitraan Bina Lingkungan,
tanggung jawab sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
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ABSTRACT

Name : Angeline Parahita
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Community Development Program As Form of Corporate

Social Responsibility (A Study of Community
Development Program in PT Aneka Tambang (Persero)
Thk)

This thesis discusses the obligation of a state-owned mining company to have a
community development program. The author emphasizes how the company is
supposed to manage the program while it is ruled by several different legislations.
The author uses the method of empirical normative research approach. Based on
this research, the author concluded that even though the program is ruled by
several different legislations, a company must be able to get the gist behind the
legislation in order to have an effective and rule-complying program.

Key word :
State-owned enterprises, mining company, corporate socia responsibility,
Program Kemitraan Bina Lingkungan, community development program
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Per masalahan

Perusahaan sebagai salah satu subjek htfempunyai beberapa
tanggung jawab. Salah satu dari tanggung jawaklatsadalah tanggung
jawab dalam bidang sosial untuk melakukan pembeaaaynasyarakat.
Dalam dunia internasional, tanggung jawab ini dédedengan nama
Corporate Social Responsibilifgelanjutnya disebut dengan CSR).

Tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosialddgamiengan
pemikiran bahwa perusahaan adalah perusahaan ydng, melakukan
kegiatan usaha dan mempunyai dampak usaha kepayarnaleat. la tidak
dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa ada dukulgamasyarakat.
Oleh karena itu, yang menjadi pemegang kepentiradan stakeholder
dalam sebuah perusahaan bukan hanya para pemederg tetapi juga
masyarakat, baik itu karyawan, konsumen produk, pmaworang-orang
yang tinggal disekitar tempat usaha perusahaambBlean paradigma ini
memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebatj@as yang
mementingkan diri sendirisélfish), alienasi dan/atau eksklusivitas dari
lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitagrbdmlkum irecht
persoon yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural denghgkungan
di mana ia berada, serta dapat dimintai pertangguadpan layaknya
subjek hukum pada umumrfya

Sama halnya dengan pengertian akan hukum, sanagai isi

belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertianG&R. Beberapa

1Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurutrhdipat memiliki hak dan kewajiban.
Subjek hukum yang utama adalah manusia yang seatumya memiliki hak dan kewajiban.
Sedangkan perusahaan sebagai salah satu bentukthddan adalah subjek hukum karena dapat
memiliki hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

2 Busyra AzheriCorporate Social Responsibility, dari Voluntary rjaet Mandatory (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), him. 5.
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pengertian yang dikemukakan berbagai forum intéonat mengenai
CSR, antara lain:
1. The World Business Council for Sustainable Devetypm
(selanjutnya disebut dengan WBCSD)
Corporate social responsibility is the continuingnemitment by
business to contribute to economic development ewnhil
improving the quality of life of the workforce attekir families
as well as of the community and society at I&rge.
2. World Bank
Corporate social responsibility is the commitmehbuosiness to
contribute to sustainable economic development wgrkvith
employees and their representatives, the local canityn and
society at large to improve quality of life, in veathat are both
good for business and good for developnient
3. European Union
Corporate social responsibility is essentially ancept whereby
companies decide voluntarily to contribute to atéesociety
and a cleaner environment.
Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat diaméib@ndingan, yaitu
secara prinsip rumusan WBCSD deng&World Bank sama-sama
menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk bgrkasi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja samgadekaryawan,
komunitas lokal, dan masyarakat secara umum untekingkatkan
kualitas kehidupan. Perbedaan antara kedua panudegsebut terletak

pada penekanan pada manfaat CSR sebagaimana tetdbgma rumusan

%WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherl@ws,6-8, 1998ebagaimana dimuat
dalamWBCSD Report: Meeting Changing
Expectationbttp://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetapx?id=82&nosearchcont
extkey=trueterakhir diakses pada tanggal 29 November 2011

4World Bank Institute\World Bank Institute Series for Corporate RespadiisibAccountability,

and Sustainable Competitiveness: Public PolicyGorporate Social Responsibiljtg2003)
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/5748dblicpolicy econference.pdérakhir diakses
pada tanggal 6 Januari 2012

> Commission of the European Communiti&seen Paper: Promoting a European Framework on
Corporate Social ResponsibiljtgBrussels, 201 ttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com203866@n01.pdferakhir diakses pada tanggal
1 Desember 2011

Program pemberdayaan..., Angeline Farahita, FHIN/YBRSITAS INDONESIA



dari World Bank yaitu komitmen yang baik untuk bisnis dan
pembangunan. Sedangkan menurdtropean Union CSR hanya
digambarkan sebagai suatu konsep tentang bagaisuata perusahaan
berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungerta para
pemegang kepentingan atas dasar kesukarelaaiuntary) dalam
melakukan aktivitas usahanya. Berdasarkan tiga ggatddiatas, dapat
disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaank umemberi
kontribusi kepada masyarakat secara umum untuk nglkaikan
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat pada awalnya tidak berada pada perusahglainkan pada
negara. Tanggung jawab sosial yang ada pada pearsahasih bersifat
voluntary atau sukarela sehingga perusahaan dapat memilibk un
melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jaseaal ini,
sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian CSRirot European
Union diatas. Namun pemberian tanggung jawab sosial yasrgifat
sukarela ini memiliki beberapa kelemahan sepelaiktiadanya pengaturan
dan standar yang jelas akan CSR sehingga pelaksa@&R oleh
perusahaan-perusahaan menjadi simpang siur atdutéchrah. Hal inilah
yang menjadi latar belakang pengaturan CSR olearaeg

Menurut Pablo Nieto, ada dua alasan mengapa CSR getur
oleh hukum negaraPertama bahwa negara mempunyai peran untuk
mengatur korporasi, dakedua pengaturan hukum diperlukan untuk
memperjelas definisi tentang konsep CSR, ukuraraksaehaan dan
standarisasi dalam sistem aufdit.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oletorica
Besmer, yaitupertama bahwa tidak ada kekuatan memaksa dari hukum

kebiasaan atau sukarela, tanpa diratifikasi dalamatpran lokal sebuah

® pablo Nieto, “Why Regulating: Corporate Social essibility is a Conceptual Error and
Implies A Dead Weight for Competitivenes$he European Enterprise Journ@o006): 25
diunduh darhttp://www.aeca.es/comisiones/rsc/articulosexchsiregulatingeejournal.pgiada
tanggal 19 Desember 2011
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negara. Kedug bahwa prinsip sukarela tidak mengikat, tidak akan
memberikan efek apapun secara jelas dan tefukur.

Keterlibatan negara dalam pengaturan CSR telatkudkién di
beberapa negara di dunia. Di Inggris, ketentuangema kewajiban
pelaksanaan CSR diatur dal@rhe 2003 Corporate Social Responsibility
Bill (CSR Bill) yang mengatur kewajiban perusahaan untuk

1. melakukan konsultasi dengan para pemegang kepanting

2. mempublikasikan laporan perusahaan kepada masyggakaual
social reporj;

3. tidak melakukan merger, akuisisi atau restruktsrisgang
menyebabkan kerugian bagi para pihak atau lingkumnigen sosial

di Inggris;

4. mempertimbangkan persoalan sosial, lingkungan etia dalam
penerapan investasi;
5. memperhatikan persoalan sosial dan lingkurfgan;
Selain itu, pada tahun 2006 telah disahkzempanies Act2006 oleh
Parlemen Inggris yang dalaRart 15 Chapter5 Section147 menyebutkan
kewajiban Direksi untuk membu@usiness reviewang berisi informasi
mengenai:
1. masalah lingkungan (termasuk dampak dari kegiataahai
perusahaan kepada lingkungan);
2. karyawan perusahaan, dan;
3. masalah sosial dan kemasyarakatan.

Upaya pengaturan CSR secara tegas juga telah kiflakudli
Filipina dengan diperkenalkanny@orporate Social Responsibility Act
2007, dimana dalansection3 undang-undang ini menyebutkan bahwa:

“Any corporation, whether domestic or foreign, paetships and other
establishments its performing business in the thenty are hereby
mandated to observe corporate social responsikalityhe obligation to
consider the interests of society by taking resjolity for the impact

"Veronica Besmeer, “The Legal Character of Pri@aees of Conduct: More Than Just A
Pseudo-Formal Gloss on CSRfastings Business Law Journa(2006): 286
®http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200208#ils/129/03129.1-6.htnterakhir diakses

pada tanggal 19 Desember 2011
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of their activities on customer, employees, shadddrs, communities
and the environment in all aspects of their openati®
Keterlibatan negara dalam pengaturan CSR di Indaneapat

dikaitkan dengan hak penguasaan negara sebagate@aatum dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tali@45

(selanjutnya disebut UUD 1945) pada pasal 33, yséfoagai hasil dari
amandemen keempat pada tahun 2002, yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beetasaasas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ydeny
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olghrae

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungatinthya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasardataskrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi bdilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandisarta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasaldiatur
dalam undang-undang.****)

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dilihat bahewp negara sangatlah

penting dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut rkapgan hajat
hidup orang banyak. Hak penguasaan negara atast&egekonomi
tersebut dimaksudkan untuk mencapai salah satartujgegara Indonesia,
yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembrirdabagai
representasi negara diberi hak untuk mengelola yleglta sumber daya
alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secaradatil merata.

Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan dalanksaetkan
CSR kemudian diperjelas lagi dalam Undang-undanguBlé& Indonesia
nomor 40 tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT)dsapar4 yang
berbunyi:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya ahdidian/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanB&aggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimanakdud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yaagggirkan

*http://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congréd&q=SBN-192&erakhir diakses pada
tanggal 19 Desember 2011
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dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yarakgsiaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan keavaja

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sehagai
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dekgtentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab aSa$in
Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya kewajiban melakukan CSR oleh perusabagmata
tidak hanya tercantum dalam UUPT, melainkan jugaatgum dalam
undang-undang lainnya seperti Undang-undang Répubildonesia
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Nedaelanjutnya
disebut UU BUMN) dan Undang-undang Republik Indimdsomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batulselanjutnya
disebut UU Minerba) namun dengan istilah yang b#abgaitu Program
Kemitraan Bina Lingkungan pada UU BUMN serta Pengangan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada UU Minerba.

PT ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk (selanjutnya disebu
Antam) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara r{gefaya disebut
BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan terbakg ypergerak di
bidang pertambangan. Sebagai sebuah perusahaam Aentu memiliki
kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sos&i tngkungan
berdasarkan UU PT. Demikian pula mengingat posistat sebagai
BUMN, maka Antam memiliki kewajiban untuk menjalank program
kemitraan bina lingkungan menurut UU BUMN. Kewapbantam dalam
menjalankan kewajiban CSR tidak berhenti pada duratpran tersebut.
Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidangarpleangan,
sehingga kewajiban mengenai pengembangan dan paayaan
masyarakat menurut UU Minerba juga menjadi tanggjavgab bagi
Antam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk signlebih
lanjut mengenai tanggung jawab sosial sebuah BUMNgybergerak
dalam bidang pertambangan dalam melaksanakan kamaganggung
jawab sosial kepada masyarakat sebagai salah samegang

kepentingan,yang dalam penelitian ini akan disebeibagai program
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pemberdayaan masyarakat, berdasarkan UU BUMN, UbeiMa, dan
Uu PT.

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulisna&sud untuk
membahas permasalahan:

1. Apa sajakah peraturan perundang-undangan yang mhoenga
pemberdayaan masyarakat bagi PT. ANEKA TAMBANG ¢@ear)
Tbk.?

2. Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan MaasyatialeT.
ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.?

3. Bagaimana konsistensi pelaksanaan Program Pembearday
Masyarakat di PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk. baséhrkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku?
1.3 Metode Pendlitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upayeapan’ dan
bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti tephadatu obyek yang
mudah terpegang di tangdiSedangkan yang dimaksud dengan penelitian
hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasaap metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertupatank mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jateyamalisany&

Metode penelitian hukum yang dipergunakan oleh lemalam
penelitian ini adalah penelitian hukum empiesnpirical legal research
yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepadalsrmya. Metode ini
dipilih karena obyek kajian penelitian adalah merayéakta-fakta empiris

dari interaksi antara hukum dengan masyarakat.

12 Bambang Sunggon®etodologi Penelitian Hukun{Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),
him. 27.

1 Sperjono Soekant®engantar Penelitian Hukun@Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
2010), him. 43.
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Ruang lingkup perilaku yang diamati adalah perilakubal yang
didapat melalui wawancara. Penelitian ini juga d&kan untuk
mengamati hasil dari aktivitas manusia berupa pgElan fisik maupun
arsip terkait dengan penerapan kebijakan perusalimdam bidang
pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat npésican
pemahaman akan hubungan antara peraturan-peratorangenai
pemberdayaan masyarakat, baik yang mengikat sepmstaturan
perundang-undangan maupun yang tidak mengikattsepele of conduct
atau guidelines dengan penerapan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, khususajardhal penelitian
ini adalah perusahaan negara yang bergerak didpig@mambangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalata ¢gorimer dan
data sekunderdengan turut menggunakan bahan hukunerp Data
penelitian primer diperoleh melalui wawancara keppérwakilan dari PT
ANTAM (Persero) Tbhk. Sedangkan data sekunder dgbtemelitian ini
didapat melalui studi pustaka. Studi pustaka dadanelitian ini dilakukan
dengan tujuan:

1. memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian ymrgubungan
dengan penelitian yang sedang dilakukan;

2. menghubungkan suatu penelitan yang dilakukan aecar
berkesinambungan untuk mengisi kekurangan dan nmumage
penelitian lainnya,;

3. memberikan kerangka dan acuan untuk membandingkeatu s
penelitian dengan temuan-temuan lainffya.

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi mengadi, yaitu data
sekunder dalam bidang non hukum dan dalam bidarginhu Data
sekunder dalam bidang non hukum yang digunakanraardén; buku,

laporan tahunan dari Antam mengenai pengembangayanakat, tesis,

12 John W. CresswelResearch Design, Qualitatif and Quantitative Apmtoes dalam Mukti
Fajar ND,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia:i$¢mtang Penerapan Ketentuan
CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasiatzad,BUMN di IndonesigYogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), him. 40.
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disertasi, dan artikel majalah maupun surat kal@edangkan data
sekunder dalam bidang hukumyang digunakan adalahatupen
perundang-undangan dan rancangan peraturan pegioddangan,
seperti:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BadamdJsa
Milik Negara
c. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
d. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertanabang
Mineral dan Batubara
e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Neganaar
Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badanhbsa
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai tesiggdersistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB | sebagai pendahuluan memuat latar belakanglaasyang akan
digunakan untuk merumuskan pokok permasalahan.aBarkan pokok
permasalahan, maka dapat ditentukan metode panejiing digunakan.

Bab ini akan diakhiri dengan sistematika penulisanelitian.

BAB Il akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yangndikakan dalam
pokok permasalahan. Bab ini akan dibagi menjada tigagian, yaitu
membahas pengaturan mengenai pemberdayaan masyadakam
peraturan perundang-undangan yang berlaku baginAnfeelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat oleh Antam, dareskasn
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pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat olédmAdengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB lll sebagai bab terakhir atau penutup darigdéan ini berisi dua
bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagiampgekn, penulis akan
memberikan kesimpulan akan hasil penelitian pen@esdlangkan bagian
saran akan Dberisi saran-saran bagi para pihak itengeogram

pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh sebadhn usaha,

khususnya BUMN yang bergerak di bidang pertambangan

DAFTAR REFERENSI
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BAB 2
IS

2.1 Landasan Hukum Pemberdayaan Masyar akat oleh Badan Usaha

Di antara berbagai peraturan perundang-undangam gigerbitkan oleh
pemerintah, ada beberapa peraturan yang mengangema pemberdayaan
masyarakat oleh badan usaha. Berikut ini adalalatyp@n perundang-

undangan yang berlaku bagi Antam.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 19
tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

BUMN pada dasarnya adalah pelaku kegiatan ekonamg y
mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraagkgeymian
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraRatanan
tersebut diatur oleh pemerintah melalui Undang-ngd&epublik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usahla Negara
(selanjutnya disebut UU BUMN) pasal 2ayat (1)yangngatakan
maksud dan tujuan BUMN, yaitu:

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya,;

b. Mengejar keuntungan;

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan mdrbada
pemenuhan hajat hidup orang banyak.

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi danamsst.

Salah satu bentuk peranan aktif BUMN dalam memharik

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongamomkdemah,

koperasi, dan masyarakat adalah dengan menyisibé&lagian laba
bersihnya bagi para pengusaha tersebut sebagataraaatum dalam
pasal 88 UU BUMN, yang berbunyi:
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(1) Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebalziba
bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha keceéfiasp serta
pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Nega

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan gengan
laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatuigahen
Keputusan Menteri.

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 88UWNNB

maka BUMN melakukan pembinaan kepada pengusahhrketlui

pemberian bantuan kredit modal kerja dengan buregag yrelatif
kecil. Pedoman mengenai pembinaan pengusaha kexddnpa Kkali
diterbitkanpada tahun 1994, yaitu berdasarkan Kegaunt Menteri
Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 19@htang
Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi MdPamianfaatan
Dana Dari Bagian Laba BUMN.

Pada tahun 1996,pemerintah menerbitkan peraturaigenai
perubahan alokasi dana yang digunakan dalam Peambibisaha
Kecil dan Koperasi (selanjutnya disebut PUKK), yasgmula
dialokasikan sebesar 1-5% menjadi 1-3% berdasad@putusan
Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 kelbr 1996
tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri KenaRgaublik
Indonesia No. 316/KMK.016/1994. Kemudian pada tahl@07
terjadi perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuarigepublik
Indonesia No. 316/KMK.016/1994 mengenai pendefamsiusaha
kecil sebagai mitra binaan dengan mengikuti defigeng ada di
dalam Undang-undang Usaha Kecil yang berlaku mekaputusan
Menteri Pembina BUMN No. 266/KMK.016/1997, tangddl Juni
1997.

Untuk memperluas cakupan tanggung jawab sosial BUMN
kepada masyarakat sekitar perusahaan, PUKK diubamjaat
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutiigabut PKBL)
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-216/M-
PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pnogra
Kemitraan dan Bina Lingkungan Hidup. Keputusan kemudian
diubah dengan KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 268i8ang
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Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengsahd Kecil
dan Program Bina Lingkungan dan akhirnya kembalubah
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usahlik Nkgara
No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentangodgPam
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usahail K@an
Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut denderMen
2007).

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, baikkumodal
usaha maupun pembelian perangkatpenunjang procugjsi usaha
kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemargaatiana dari
bagian laba BUMN:>Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah
program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat @eiMN
melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUIN.

Pelaksanaan PKBL bagi BUMN berpedoman pada Rencana
Kerja dan Anggaran program kemitraan dan programa bingkungan
yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumbadanaannya
berasal dari laba bersih setelah pajak yang besatitgtapkan RUPS
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 PerNé, Zaitu
sebagai berikut:

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesard2f (
persen);

b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga
deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kaamt
setelah dikurangi beban operasional;

c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN laka |
ada.

(2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesard2f (
persen);

b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dangrém
Bina Lingkungan.

(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Programa Bin

Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba detglajak

3 pasal 1 angka 6 PerMen 2007
4 pasal 1 angka 7 PerMen 2007
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (@gplkian
oleh:

a. Menteri untuk Perum;

b. RUPS untuk Persero;

(4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Programikaan dan
dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari ipétan
laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengasepgunan
Menteri/RUPS.

(5) Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingn yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagam
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkamekening
dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari abtel
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)Pembukuan dana Program Kemitraan dan Programa Bin
Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari peoduk
BUMN Pembina.

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk piaja

untuk membiayai modal kerja, pinjaman khusus umuimbiayai
kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitearhirbeban
pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihanmgsaran,
promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatandgptivitas
mitra binaan® Sedangkan ruang lingkup bantuan program bina
lingkungan berupa antara lain bantuan korban benedam, bantuan
pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningk&asehatan,
bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana, aotoan
sarana ibadah, bantuan pelestarian alam sertacéag#dmekanisme
penyaluran?®

BUMN yang melaksanakan PKBL disebut dengan nama
BUMN Pembina!’ dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 PerMen 2007, yaitu:

a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan;

b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)ntuk
pelaksanaan Programi]Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusaeki;

! pasal 11 ayat (1) PerMen 2007

1 pasal 11 ayat (2) PerMen 2007

" BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Prodtamitraan dan Program Bina
Lingkungan (pasal 1 angka 12 PerMen 2007)
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c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;

d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan uskra
menetapkan calon Mitra Binaan;

e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitragada
Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kapad
masyarakat;

f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap MitaaB;

g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;

h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan danr&rog
Bina Lingkungan;

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitdsan
Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan bkrkaaik
triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengarusam
kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-
masing.

BUMN mempunyai komitmen dan berupaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana gteas
menjalankan operasinya. Agar tujuan pelaksanaan LPKBpat
tercapai maka BUMN Pembina wajib membentuk Unit gPaim
Kemitraan dan Program Bina Lingkund&nntuk sekurang-kurangnya
melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluraanagihan,
pelatihan,  monitoring, promosi, fungsi  administrasidan
keuangan™ .Unit kemitraan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari organisasi BUMN secara keseluruhan

Prioritas dalam program kemitraan ditujukan bagihaskecil
yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. r&mog
kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yatak tmemiliki
kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha aterngUMN,
namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitahausa

Pada prinsipnya semua jenis usaha yang produktifséanua
sektor ekonomi yaitu: industri, perdagangan, péatgnperkebunan,

perikanan, jasa dan sektor lainnya (termasuk kepedapat bermitra

'8 Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungdalah unit organisasi khusus yang
mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Linglkm yang merupakan bagian dari
organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pergmwseorang direksi. (Pasal 1 angka 16
PerMen 2007)

% pasal 5 PerMen 2007
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dan dibiayai oleh BUMN. Baik itu usaha yang mengkas barang
atau produk maupun usaha berbentuk jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PerMen 2007, usaliayéeg
berhak mendapat bantuan pinjaman dalam prograntieemj adalah:

(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Progkemitraan
adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,0
(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah damgbnan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahyraimg
banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. MilikWargaNegaralndonesia

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan at
cabang perusahaan_yang dimiliki, dikuasai, atau
berafiliasi baik langsung maupun tidakangsung dengan
Usaha Menengah atau Usaha Besar;

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usalga yan
tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan
hukum, termasuk koperasi;

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk
dikembangkan,;

f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satwrah

g. Belummemenuhipersyaratanperbankambpankablg

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatufdf If, tidak
berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau bershagai
pelaksanaan program BUMN Pembina.

Sedangkan mengenai bentuk pinjaman dana yang khberi

dalam PKBL diatur di dalam ketentuan Pasal 11 ParR@7, yaitu:

(1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau péarbe
aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan
penjualan;

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana
pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersif
pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka
memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

c. Beban Pembinaan:

1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,
pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangku
peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk
pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program
Kemitraan;

2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya
maksimal 20% (duapuluh persen) dari dana Program
Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
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3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau
untuk kepentingan Mitra Binaan.
(2) Dana Program Bina Lingkungan:

a. Dana program bina lingkungan yang tersedia seaaprt
terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dhlkasi
laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa girdatiau
deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya;

b. Setiap tahun berjalan, sebesar 70% (tujuhpulubepgidari
jumlah dana program bina lingkungan yang tersedjzat
disalurkan melalui program bina lingkungan BUMN
Pembina;

c. Setiap tahun berjalan, sebesar 30% (tigapuluh pecri
jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia
diperuntukkan bagi program bina lingkungan BUMN
Peduli;

d. Apabila pada akhir tahun terdapat sis akas dangrgmo
bina lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka
sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana
program bina lingkungan tahun berikutnya;

e. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN
Pembina:

1) Bantuan korban bencana alam;

2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3) Bantuan peningkatan kesehatan;

4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana
umum;

5) Bantuan sarana ibadabh;

6) Bantuan pelestarian alam;

f. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN
Peduli ditetapkan oleh Menteri

Selanjutnya mekanisme penyaluran dana program kaanit

oleh perusahaan BUMN kepada mitra binaannya, didtudalam
ketentuan Pasal 12 PerMen 2007, yaitu:

(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan

a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan
dana pinjamandalam rangka pengembangan usahanya unt
diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur
atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-
kurangnya data sebagai berikut:
1) Namadanalamatunitusaha;
2) Namadanalamatpemilik/pengurusunitusaha,;
3) Buktiidentitasdiripemilik/pengurus;
4) Bidangusaha;
5) lIzinusahaatausuratketeranganusahadaripihakyangberwe

nang;
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6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan
pendapatan dan beban, neraca atau data yang
menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usalm); da

7) Rencanausahadankebutuhandana.

b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga
Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas
permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;

c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikeos@s
administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN
Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;

d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dgkan
dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurgag
memuat:

1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN
Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN
Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

3) Jumlahpinjamandanperuntukannya;

4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, ghdu
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa

PKBL oleh BUMN dilaksanakan dengan prinsip dasar:

a. Kewajiban, yaitu BUMN wajib melaksanakan PKBL sediatana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi sosial, yaitu pelaksanaan PKBL merupakanvyjedan
fungsi sosial dari BUMN mengingat bahwa tujuan #agiatan
utama BUMN bukanlah dalam bidang sosial.

c. Harus dapat dipertanggungjawabkan atcountable hal ini
dapat dilihat dari kewajiban BUMN untuk melakukamnbukuan
tersendiri yang terpisah dari laporan keuangan gadvaan atas
pelaksanaan PKBL serta menyampaikan Laporan Trivamalan
Laporan Tahunan yang disampaikan secara terpigalhazoran
Berkala dan Laporan Tahunan BUMN pelaksanan PKBhgya
telah diaudit oleh auditor independen, kepada M#p&megang
saham untuk kemudian disahkan oleh Menteri/ Rapaturd
Pemegang Saham.

d. Termasuk dalam aksi korporasi, yaitu tindakan pdraan yang
diatur sendiri oleh perusahaan tanpa campur tapgaak lain.

Walaupun memang BUMN dapat bekerjasama dengan BUMN
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atau lembaga penyalur lain dalam melaksanakan PKBmun
pelaksanaan kerjasama yang demikian hanyalah sebecil
dari keseluruhan pelaksanaan PKBL yang dilakukawligeoleh
BUMN tersebut dan pelaksanaannya tetap diawasidgzantau
sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh BUMMberts

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 40

tahun 2007 tentang Per seroan Terbatas

Pemberdayaan masyarakat dalam UUPT tercantum @esdd p
74 yang berbunyi:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dindid
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimamekdud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yamggiarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepat
dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dekegmtuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung JawabaSalsin
Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kewajibdok u

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungayahdimiliki
oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usaha penkpitan
dengan sumber daya alam. Inilah yang menjadi padregertama
antara pelaksanaan TJSL dengan pelaksanaan PKRLU, s@mua
BUMN, baik yang berbentuk perseroan terbatas mauaigiak, wajib
menjalankan PKBL tanpa terikat dengan kegiatan aisBbMN
tersebut. Sedangkan perseroan yang wajib untukkselakan TJSL
hanyalah perseroan yang menjalankan kegiatan ysattaberkaitan
dengan sumber daya alam sebagaimana tersebut diatas

Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan uaggg
jawab sosial dan lingkungan berasal dari anggaemisphaan itu

sendiri. Berkaitan dengan pasal 63 UU PT, anggaran
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perusahaandimuat dalam rencana kerja yang disuim Rireksi
perusahaan sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang?® Penganggaran dalam rencana kerja ini mengakibatkan
perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sasial
lingkungan bahkan pada saat perusahaan itu mepegigaturan ini
berbeda dengan kewajiban BUMN untuk melaksanakaBLP¥ang
sumber dananya berasal dari laba BUMN tersebut.

Hal lain yang berbeda antara pelaksanaan PKBL aemd&L
adalah sanksi kepada perusahaan dan pedoman pelakega. Pada
ayat (3) pasal 74 tersebut, disebutkan bahwa pemasayang tidak
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perunshalagngan. Baik
UU BUMN maupun PerMen 2007, keduanya tidak menyebut
apapun mengenai sanksi kepada BUMN yang tidak rsatekan
program kemitraan dan bina lingkungan.

Demikian pula mengenai pedoman pelaksanaan TJSL.
Sementara pedoman pelaksanaan PKBL telah bergdoatngak lebih
dari 5 kali sejak pertama kali diterbitkan padautal1994, pedoman
pelaksanaan TJSL vyang seharusnya dimuat dalam upsmnat
pemerintah dari tahun 2007 sampai saat tesis inliglibelum
diterbitkan sama sekali.

Menurut Yahya Harahap, hubungan antara PKBL dengan
TJSL adalah pengaturan mengenai PKBL merupdkanspecialis
yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedang TJSL pa&anlex
generalisyang berlaku untuk semua perseroan pada umumnygmaaden
Syarat perseroan tersebut bergerak di bidang yangaibtan dengan
sumber daya alam. Meskipun demikian, BUMN yanght@eemenuhi
kewajiban melaksanakan PKBL tidak terlepas daridj#an untuk
melaksanakan TJSL apabila BUMN tersebut melakukagiakan

“Pasal 63 UU PT berbunyi:

(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelumldinya tahun buku yang akan datang

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (Ayiabguga anggaran tahunan
perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
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usaha di bidang sumber daya alam atau yang berldgtagan sumber
daya alanf?

Di sisi lain, walaupun pemerintah belum mengeluarka
peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanadh, hamun
pemerintah daerah di beberapa daerah telah medwerbReraturan
Daerah yang mengatur pelaksanaan TJSL di daerahmsng-
masing.?> Penerbitan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk
memberi kepastian dan perlindungan hukum atas qabaan
program TJSL di daerah tersebut. Maksud yang bleik pemerintah
daerah tersebut justru ditanggapi secara negagh dtalangan
pengusaha yang menganggap penerbitan perda tetsabyh akan
menambah beban perusah&ibari polemik mengenai peraturan
pelaksana TJSL tersebut, maka dapat diambil kedanpbahwa
belum ada peraturan yang mengatur dengan jelaggenanpedoman
pelaksanaan TJSL oleh perusahaan yang diwajibkatukun

melaksanakan TJSL tersebut.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangantigak
luput dari kewajiban untuk memberdayakan masyaraksékitar
perusahaan tersebut melakukan usahanya. Mengapakia®m
Menurut Yakovleva, kewajiban untuk melaksanakamygamng jawab
sosial perusahaan bahkan sangat relevan bagi ingestambangan
mengingat efeknya yang sangat signifikan dalam denekonomi,
sosial, dan lingkungan serta termasuk sebagai sakahbidang usaha

yang dipandang paling berbahaya dan paling merfsak.

2L M. Yahya HarahapHukum Perseroan Terbataglakarta: Sinar Grafika, 2009), him 304
?’Salah satu contoh peraturan daerah yang mengangemai TJSL adalah Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang §ang Jawab Sosial Perusahaan.
Zhttp://lampung.antaranews.com/print/259316/csr-bkewajiban-memberikan-dana-kepada-
pemdaterakhir diakses pada tanggal 4 Januari 2012

4 Natalia YakovlevaCorporate Social Responsibility in the Mining Inttiess, (Hampshire:
Ashgate, 2005), him 19
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Selanjutnya dalam penjelasan umum dari UU Minerba,
ditegaskan pula bahwa pengusahaan miffedgin batu bara harus
mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mempatr
pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi
masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta &renop
pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, legiat
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhagkasip
lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasiyeuakat.

Kewajiban pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
berdasarkan UU Minerba diatur dalam pasal 95 bditimengenai
kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan peayaan
masyarakat setempat, yang kemudian ditegaskarpéati pasal 108
dengan memberikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP® dan IUPK?’ wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimp&dad
ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, penadridaerah,
dan masyarakat.
Pedoman pelaksanaan mengenai pemberdayaan masyaraka

disebutkan oleh pasal 109 UU Minerba sebagai:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pebgegan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Bakah108
diatur dengan peraturan pemerintah.”
Sampai saat tesis ini ditulis, peraturan pemerintahg mengatur
pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyseakaa
khusus belum diterbitkan. Namun telah diterbitkareraRuran
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20&6tahg
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MineralBdarbara

(selanjutnya disebut PP Pertambangan) yang menukatu

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indoisiaor 23 tahun 2010, yang dimaksud
dengan mineral termasuk antara lain nikel, emaskdia perak, dan besi yang adalah mineral
yang ditambang oleh Antam.

“zin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut |ad®lah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU Minerba).

“/Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disefi), adalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertanaivekigusus (Pasal 1 angka 11 UU Minerba).
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ketentuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam satu
babnya.

Ketentuan dalam PP Pertambangan menyebutkan batap s
pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyusugrgmo
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (seyanjdisebut
dengan PPM) di sekitar wilayah pertambangannya yaagus
dikonsultasikan dengan pemerintah, baik pusat nmawaerah, dan
masyarakat setempél. Sebaliknya, masyarakat dapat mengajukan
usulan program kegiatan PPM kepada bupati/waliketampat untuk
diteruskan kepada perusahaan pemegang izin tersebut

Demi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat yang tepat pada sasaran, maka pelaksgmagram
tersebut diprioritaskan kepada masyarakat yangemerkdampak
langsung dari aktifitas pertambangan, dengan tidelihat batas
administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

Sebagaimana halnya dengan pengaturan TJSL oleh YJU P
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkafiridtba juga
wajib disusun dalam anggaran perusahaan. Penyusiinaml ini
dilandasi dengan kesadaran bahwa perusahaan sejsk @wal
pembukaan tambang sudah sedikit banyak mempengeehldupan
masyarakat di sekitar tambang sehingga diperluk@rsipasi yang
cukup agar pengaruh tersebut bersifat positif tlpamasyarakat
tersebut. Biaya pengembangan dan pemberdayaan nalestygyang
sudah dianggarkan tersebut akan dikelola oleh pba@ itu
sendiri®

Persamaanpelaksanaan PKBL dan pelaksanaan PPMaberad
pada pelaporan dan ketiadaan sanksi. BerdasarkaBUNIN juncto
PerMen 2007, pelaksanaan PKBLharus dilaporkan lkepad
kementerian terkait, dalam kasus ini adalah KenmameBUMN.

Demikian pula halnya dengan laporan realisasi PB#idasarkan UU

“pasal 106 ayat (1) juncto ayat (2) PP Pertambangan
29 pasal 106 ayat (4) juncto ayat (5) PP Pertambangan
% pasal 106 ayat (6) juncto ayat (7) PP Pertambangan
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Minerba juncto PP Pertambangan, laporan realisBM fuga harus
dilaporkan kepada Menteri dan pemerintah daerakaiterSedikit
perbedaan terdapat pada jangka waktu penyampgiamala yaitu
laporan pelaksanaan PKBL dibuat tiga bulan sekahlan) dan per
tahun sedangkan laporan pelaksanaan PPM dibuah dndan
sekali®*

Sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak tergegmaberian
sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidakukan PPM.
Sama halnya dengan ketiadaan sanksi bagi BUMN yahak
melaksanakan PKBL, baik yang diatur dalam UU BUMMNumpun

peraturan pelaksananya, PerMen 2007.

Dari uraian penjelasan diatas, maka perbedaan @asarpaan dari
pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat dargakgteraturan
perundang-undangan tersebut dapat digambarkan aet@w tercantum

dalam tabel dibawah ini.

No | Kategori PKBL TJSL PPM
1 Subjek BUMN Perusahaan  yangPerusahaan
pelaksana bergerak di bidang pertambangan
sumber daya alam
2 Sumber dana| Laba perusahaan Anggaran Anggaran
perusahaan perusahaan
3 Pengelolaan Sendiri, diaturTidak dijelaskan Sendiri, diatyr
dalam PerMen 2007 dalam PP
Pertambangan
4 Objek Usaha  kecil /| Tidak dijelaskan Masyarakat sekitar
kegiatan koperasi
5 Sanksi Tidak ada Ada, tidgkTidak ada
dijelaskan

Tabel 2.1.1 Perbandingan Pengaturan tentang Peayaentd Masyarakat pada
UU BUMN, UU PT, dan UU Minerba

%1 pasal 108 PP Pertambangan
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2.2 Studi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada PT. ANEKA
TAMBANG (Persero) Thk.

Antam adalah sebuah BUMN yang dibentuk pada tal®&8 Eebagai
penggabungan berbagai perusahaan pertambanganuiSelkasi kegiatan
operasi dan wilayah kuasa pertambangan Antam betiatdarbagai daerah
yang kesemuanya berada di wilayah Indonesia derkgawtor pusat di
Jakarta.

Agar dapat melaksanakanpemberdayaan masyarakajasdizntuk
tanggung jawab sosial dengan efektif, terutamalkaremenyangkut
kepentingan para pemegang kepentingan eksterndda mperencanaan dan
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Antam Kdakudibawah
koordinasi dari Direktur Umum dan CSR. Untuk mentbatugas dari
Direktur Umum dan CSR, dibentuklah Komite CSR, kinggan dan Pasca
Tambang (selanjutnya disebut CSR-LPT).

Direktur Umum dan CSR merumuskan strategi, kebijaldan
program kerja dengan mendapat masukan dari Kon®e-OPT. Keduanya
juga bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, @mgendalikan
kegiatan CSR, pasca-tambang, dan pengamanan asgialpgan serta
membina relasi dengan para pemangku kepentingan.

Seluruh tugas dan peran tersebut dilaksanakanisémialan Misi
CSR yang telah dipadukan dengan konsep tanggungbjasosial
berperspektif global, nasional, dan lokal, yaitu:

* Visi CSR Antam: menjadi perusahaan dengan tanggwalb sosial yang
terkemuka dan terpercaya di industri pertambangdariesia;
* Misi CSR Antam:
o Mewujudkan CSR yang sangat baik dengan mengacu giataar
internasional;
o Mewujudkan CSR yang terbaik di antara perusahaanbdag
nasional;
o Mewujudkan CSR yang terpercaya dengan kemanfaatggi tbagi

pemangku kepentingan;
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Sebagai bentuk komitmen Antam terhadap tanggungljasosial
yang berperspektif global, Antam juga mendukungfikasi berbagai
perjanjian internasional, baik yang berkaitan dengeengelolaan aspek

lingkungan seperti prinsip-prinsip mekanisme pengio@an bersih Glean

Development Mechanigmmaupun pengelolaan aspek sosial dan ekonomi

seperti prinsip-prinsip perdagangan belsasrieral Agreement on Tariffs and
Trade. Komite CSR-LPT juga berfungsi untuk memastikancana induk
pelaksanaan CSR telah memenuhi seluruh peraturanbgalaku, baik dalam
tataran nasional sebagaimana telah disebutkansdmsaipun internasional,
seperti ISO 26.000.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, prinsipdasar lerbagai
pengertian mengenai CSR adalah bagaimana sebualan badaha
berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan ekormerielanjutan
untuk meningkatkan kualitas hidup para pemegangmiéman. Agar dapat
melakukan CSR dengan tepat sasaran, maka Antain teédaksanakan
pemetaan para pemegang kepentingan dengan menggu@aktribut, yaitu
kekuasaan powel, urgensi @rgency, keabsahan/legitimasilegitimacy),
kedekatan groximity), dampak nyata réal impacj, dan kerentanan
(vulnerability). Berdasarkan 6 atribut tersebut, maka secara utatdapat 8
kelompok pemegang kepentingan utama yang memigkigaruh langsung
terhadap keberlanjutan Antam, yaitu: pemegang sapagawai, mitra kerja
(termasuk rekanan/pemasok), pemerintah (tingkatatpusan daerah),
masyarakat (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakgbetgaruan tinggi),
aparat keamanan, serta konsumen dan media rifassa.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarAkéim
memberikan keutamaan terhadap masyarakat setertmatkamunitas di
sekitar lokasi kegiatan operasional, yaitu
1. Pasca tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan, iBedKepulauan Riau;
2.Kantor Pusat, logam mulia dan unit geomin di JakaRrovinsi DKI

Jakarta;

%2 pPT ANTAM (Persero) Thkaporan Keberlanjutan 2010 : Tumbuh dan Menciptakan
Keberlanjutan yang Seimbanigim 91.
3pT Antam (Persero) Thkaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 20ién 8
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3. Tambang dan pabrik pengolahan emas di PongkorjridiQddawa Barat;

4.Pasca tambang pasir besi di Cilacap, Provinsi Jemgah;

5.Pasca tambang emas di Cikotok, Provinsi Banten;

6. Tambang dan pabrik pengolahan nikel di Pomalaayifsib Sulawesi
Tenggara, dan;

7. Tambang nikel di Tanjung Buli, Momopo, Gee, Provivaluku Utara.

Selain melakukan tanggung jawab sosialnya terhadagyarakat
sekitar kegiatan operasional, Antam juga melakuiaggung jawab sosial
kepada masyarakat diluar daerah operasinya, yaioglyakarta, Sidoarjo,
Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Tegal, Pekalonganrwérejo, Bali,
Makassar, Manado, Lumajang, dan CireBbn.

Setiap tahapan operasional Antam selalu disertagate kajian akan
dampak kegiatan terhadap komunitas setempat ydoggidmenjadi tiga
bagian, yaitu:

- Tahap pra operasional
Antam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(selanjutnya disebut Amdal) serta melakukan se@salikepada
masyarakat sekitar dengan melibatkan tokoh seterspega jajaran
pemerintah daerah.
- Tahap operasional
Antam melaksanakan berbagai program/kegiatan pelapaan
masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penutuparbaihg
(RPT)untuk semua lokasi tambang dan memberikangmepithgan agar
masyarakat setempat mampu mandiri secara ekononmgade
memanfaatkan potensi lokal yang ada.
- Tahap setelah operasional
Antam mendirikan Unit Pasca Tambang untuk membantu
masyarakat setempat, bahkan setelah tambang yasghdkan Antam
telah ditutup.
Partisipasi aktif Antam dalam melaksanakan pemlyaaa

masyarakat juga ditunjukkan dengan menjadi mitragrentah menyangkut

*1bid., him 8
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program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyam@d&n sudah
menjadi kebijakan publik, tentunya dengan penyskraterhadap desain
induk program CSR yang sudah disusun oleh AntandiserSalah satu
contoh partisipasi aktif Antam dalam hal ini adaleéikutsertaan Antam
membantu memberi pinjaman kepada petani tebu da Jawur sebagai
bagian untuk turut menyukseskan program ketaharsarmggm pemerintah
yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Rmgfemitraarr.

Investasi Antam untuk penyelenggaraan program dagiatan
tanggung jawab sosial pada tahun 2010 adalah s#EjumMRp.
283.650.000.000,- dengan alokasi sebagai béfikut
1. Program/kegiatan Pengembangan Masyarakat Rp.Q®GB@.000,-

2.Program/kegiatan Program Kemitraan Rp. 32.3@00WD,-
3.Program/kegiatan Bina Lingkungan Rp. 19.000.000, -
4.Biaya lingkungan Rp. 69.320.000.000,-

Berdasarkan perincian tersebut, maka jelaslah h&trlibahwa dalam
melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnyatamAn membagi
program dan kegiatannya menjadi 4 program sebagainersebut diatas.
Mengingat bahwa batasan penelitian ini adalah nmeaigpemberdayaan
masyarakat oleh Antam, maka program kegiatan kegmyatu biaya

lingkungan tidak akan dibahas secara terperinerdadenelitian ini.

221 Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development /
Comdev)

ProgramComdewang dilaksanakan oleh Antam dibagi menjadi
enam bidang utama, vyaitu pendidikan, kesehatan,baegunan
sarana/prasarana umum serta tempat ibadah, bab&mana alam,

upaya pelestarian alam dan kebudayaan. Selaiadaujuga kegiatan

*partisipasi Antam dalam program ketahanan pangameretah didasarkan oleh Surat Edaran
Nomor SE-04/MBU/2008 tentang Bantuan PKBL BUMN unRangan Tahun 2008 yang berisi
rencana kerja BUMN dalam mendukung ketahanan pamgdaiui pelaksanaan PKBL tahun
2008.

% aporan Keberlanjutan 2010, him 95.
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yang bersifat dukungan program BUMN Peduli yangnattgelaskan
kemudian pada pembahasan mengenai Program Binkuriggn.

Dalam bidang pendidikan, Antam secara berkesinagdun
memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa b&pireyang
berasal dari daerah setempat kegiatan usaha AStiain itu, Antam
juga mendukung penyelenggaran pendidikan inforreabgen sasaran
para anak jalanan.

Kepedulian terhadap bidang kesehatan juga mengalh satu
pengembangan masyarakat yang terus dijalankan @letam.
Berbagai kegiatan di bidang kesehatan yang telgadkan oleh
Antam antara lain; pemberian bantuan untuk mendukun
pembangunan sarana perawatan Rumah Sakit Umum Dakra
propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan dukungam kelgeradaan
rumah autis di propinsi Jawa Barat, serta dengamdoi@ing
penyuluhan mengenai autisme kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana umum di lokasi kegiatan usatem
bukan hanya diperlukan oleh masyarakat sekitar najuga turut
mendukung terlaksananya kegiatan operasional Antendiri.
Dengan demikian Antam berkepentingan dengan kebarad
infrastruktur yang baik di daerah yang menjadi fokaperasi.
Keterlibatan Antam dalam pembangunan saran daraname umum
ditunjukkan melalui berbagai proyek, antara lain nthékung
pembangunan bandara di Kecamatan Tanggedata, Bir&ihawei
Tenggara, bantuan dana kepada Pemerintah Propinsiwési
Tenggara dan Kabupaten Kolaka untuk penyediaaasinirktur bagi
pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakata se
membantu pelaksanaan program pendidikan dan kesegeitis’’

Program dan kegiatan yang dijalankan terkait patest budaya
oleh Antam salah satunya adalah inventarisasi kel@yadat dan
budaya Suku Mekongga yang merupakan suku asli diupaen
Kolaka. Selain itu, Antam juga telah menginisiasigram revitalisasi

¥Ibid., him 106.
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kehidupan Suku Bajo Hakatutobu atau yang dikengh jdengan
manusia perahu, di sekitar Sulawesi Tengdara.

2.2.2 Program Kemitraan

Bentuk pelaksanaan program kemitraan oleh Antam
adalahpenyaluran bantuan pinjaman berguéydglving fund dalam
bentuk pinjaman lunak bagi para pelaku usaha rilkicecil*® dan
koperasi'' (selanjutnya disebut UMK-K). Bantuan tersebut dapa
digunakan sebagai tambahan modal usaha maupurtasveSebagai
BUMN yang membina masyarakat disekitarnya melalobgfam
Kemitraan, maka Antam disebut sebagai BUMN Pembedangkan

masyarakat yang dibina disebut sebagai mitra bfiaan

*¥Ibid., him 107.

%9 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orangop@mgan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimanardillam Undang-undang ini. (Pasal 1
angka (1) Undang-undang Republik Indonesia nonbtaBun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah)

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000,0(limapuluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak B0.000.000,- (tigaratus juta rupiah)

(Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indormemsmaor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah)

40 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yamditiesendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupadapamsahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadidrabaik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar yang merkeiteria usaha kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 angka (2) Undertigng Republik Indonesia nomor 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

KriteriaUsahaKeciladalahsebagaiberikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.0@pra puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus jutaahptidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.80®.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miilye ratus juta rupiah).

(Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indormesiaor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah)

“l Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakag-searang atau badan hukum

Koperasidengan melandaskan kegiatannya berdasarikesip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluarn@asal 1 angka (1) Undang-undang

Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Kaxige

2 Mitra binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatksjaman dari Program Kemitraan (Pasal 1
angka 11 PerMen 2007)
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Program kemitraan ditujukan terutama kepada peldikiK-K
yang berada di sekitar lokasi tambang Antam demgjaan agar para
pelaku usaha tersebut dapat berkembang dan padayakimandiri.
Sehingga program kemitraan bermula dari meningkakieanampuan
masyarakat setempat dalam berusaha, sampai kemdithiaa agar
dapat berdiri sendiri secara mandiri, bahkan tdmpaan dari Antam.

Program kemitraan sendiri adalah bagian dari upagtm
untuk memberdayakan ekonomi lokal. Hal ini dimaksud agar
perkembangan ekonomi masyarakat tidak bergantungla pa
keberadaan Antam, melainkan dalam jangka panjdmagapkanmitra
binaan Antam dapat menjadi pemeran utama dalanmkgaoeian
lokal. Dengan mitra binaan sebagai pemeran utamémda
perekonomian lokal, diharapkan dapat terbentuk dtagi ekonomi
masyarakat yang berkelanjutan terus menerus, baldetelah
tambang Antam ditutup karena kandungan bahan tagnlyantidak
lagiekonomis untuk ditambang.

Penyaluran bantuan pinjaman dalam program kemitraan
dilakukan oleh Antam dalam dua bentuk, yaitu sedaregsung
kepada mitra binaan dan secara tidak langsung meBUMN
penyalur dan/atau lembaga penyalur lainnya. Kedaagijakukan
berdasarkan perjanjian yang dibuat sesuai peratyamg ada dan
disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyaluran secara langsung dilakukan oleh Antamadeep
masyarakat sekitar kantor-kantor atau unit-unithasAntam dengan
jumlah penyaluran dana sebagaimana digambarkanmdaddel

dibawabh ini.
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Daerah Operasi Jumlah penyaluran dana (Rp
juta)

Kantor pusat, UBPP Logam Mulia, Unit Geomin 2.743

UBP Emas Pongkor 799

UBP Nikel Sulawesi Tenggara 6.617

UBP (UPT) Bauksit Kijang 0

Pasca-Tambang Cikokol 0

Pasca-Tambang Cilacap 0

UBP Nikel Maluku Utara 1.220

Total 11.379

Tabel 2.2.2.1. Penyaluran dana Program Kemitragaraéangsung

Mengingat bahwa program kemitraan adalah bentuk
pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh Peratileateri BUMN
Nomor PER-05/MBU/2007, maka penyaluran dana selzargsung
dipisahkan dari dari penyaluran dana secara tidaggslung. Dari total
penyaluran dana sebesar Rp. 32.300.000.000,- (igamlua milyar
tigaratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan sjiadabesar Rp.
11.300.000.000,- (sebelas milyar tigaratus jutaiatp disalurkan
secara langsung, Rp 18.500.000.000,- (delapanbglgar limaratus
juta rupiah) disalurkan secara tidak langsung, skedangkan sisanya
sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratut jrupiah)
digunakan untuk dana pembinaan kepada para mitaabi

Penyaluran dana secara tidak langsung dilakukam Afgam
melalui BUMN penyalur dan/atau lembaga penyalurnriga.
Besarnya dana yang disalurkan secara tidak langpad@ tahun
2010, sebagaimana telah disebutkan diatas, adalgh R
18.500.000.000,- (delapanbelas milyar limaratus jupiah).

Salah satu kegiatan penyaluran dana secara tidgkuag yang
dilakukan oleh Antam adalah turut serta menjadiidvagdari 11
BUMN vyang menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp.
400.000.000.000,- (empatratus milyar rupiah) kepati®00 petani

“3 Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 26ir@ 16.
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tebu di Jawa Timur yang dikoordinir oleh PT Perkedou Nusantara
X (selanjutnya disebut PT PN X) selaku BUMN Koowtior pada
tahun 2011 yang lafd. Jumlah dana yang disalurkan oleh Antam
kepada adalah PT PN X sebesar Rp. 15.000.000.00®abelas
milyar rupiah). Penyaluran dana ini telah dilakulssamenjak tahun
2009, yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri NeBadan Usaha
Milik Negara Nomor SE-04/MBU/2008 tentang BantuakKBR-
BUMN untuk Pangan Tahun 2008 sebagai bentuk paaisiaktif
Antam dalam program pemerintah. Program ini merapadelanjutan
dari program serupa yang bertujuan untuk menciptaaergi antar
BUMN sekaligus mendukung program pemerintah unttakukan
revitalisasi produksi gula nasional.

Selain pendekatan penyaluran dana, Antam memiliki
pendekatan lain dalam menyalurkan dana program tigami yaitu
pendekatan berdasarkan bidang usaha yang dijalaakdm mitra
binaan. Adapun bidang-bidang usaha yang dijalantiam mitra
binaan adalah bidang industri, perdagangan, periarpeternakan,
perkebunan, perikanan, jasa, dan lainnya.

Setiap penyaluran dana yang dilakukan tentunyashdiiluti
dengan pertanggungjawaban atas penggunaan daslauteogeh mitra
binaan Antam yang kemudian akan digunakan untukilaadqnerja
program kemitraan. Ada dua kriteria untuk menilaiekja tersebut,
yaitu efektifitas dana yang disalurkan (efektifjtadan tingkat
pengembalian pinjaman dengan biaya jasa administras
(kolektibilitas).

Setiap akhir periode laporan dilakukan evaluasiadap tingkat
pengembalian pinjaman. Penilaian piutang dinilai nggeinakan
analisis jadual umur piutangding schedule mengacu pada PerMen
2007. Sedangkan untuk tingkat pengembalian pinjandanrilai
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100(WE)O00
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

“ Media Sucahya, “Rp 400 milyar Dana PKBL BUMN diial di Jawa Timur’Majalah Bisnins
dan CSR, Guide to Sustainability (deptember 2011) him 8-15.
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Berdasarkan laporan keuangan tahun 2010 yang tkdaldlit,
tercatat ada 33,56% dana program kemitraan yamd w@isalurkan
namun belum dapat dikembalikan oleh mitra binaantadun
Pengembalian pinjaman tetap diwajibkan oleh Antamngdn
mempertimbangkan proses pembelajaran tanggung jdarablisiplin,
yaitu melalui mekanisme penjadualan ulang. Melahgkanisme
tersebut, mitra binaan dapat melanjutkan kegiatahanya sehingga
angsuran pinjaman nantinya dapat terbayarkan.

Pelaksanaan program kemitraan di Antam diatur d&#mndar
Kerja No. 001, yaitu Surat Keputusan Direksi Antatomor
101.K/702/DAT/2005. Berdasarkan surat keputusasetmrt, maka
pelaku usaha UMK-K yang berminat memperoleh pinfama
diwajibkan mengajukan proposal. Selanjutnya, dikaku seleksi
kelengkapan administrasi yang diikuti peninjauaralawvaluasi, dan
survey lapangan. Setelah semua hasil tahapan aWwaha$ dan
pelaku usaha dinilai layak mendapatkan pinjamankamdibuatlah
perjanjian antara Antam dengan calon mitra bind2elaku usaha
akan mendapatkan penyaluran dana dalam bentuknpnjesetelah
menandatangani perjanjian sehingga pelaku usahgadnemitra
binaan Antam.

Antam sebagai BUMN Pembina tidak hanya menyaludama
kepada mitra binaan, tetapi juga memberikan perabirdalam dua
metode, yaitu memberikan pelatihan dan menyertakdara binaan
pada berbagai pameran. Pelatihan yang diadakamwjuzert untuk
meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan USatlangkan
penyertaan mitra binaan pada pameran diharapkaat dagmperluas
jaringan pemasaran dan promosi sehingga produk rmpdra binaan

dapat lebih dikenal masyarakat.
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2.2.3 Program BinaLingkungan

Pelaksanaan kegiatan bina lingkungan bukan sematta-m
sebagai bentuk kepatuhan pada ketentuan peruncelaggan yang
berlaku. Antam menjadikan kegiatan bina lingkungaabagai
alternatif solusi untuk mengatasi persoalan sakadhm masyarakat,
terutama mereka yang berada di sekitar lokasi spefatam.
Karenanya, Antam selalu berupaya agar kegiatan kngkungan
yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyasatempat,
tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan Antam.

Besarnya dana yang disalurkan untuk kegiatan lmggungan
pada tahun 2010 mencapai Rp. 19.000.000.000,- (&erbblas
milyar rupiah). Dana tersebut dikelola secara dfeldn se-optimal
mungkin agar kegiatan bina lingkungan Antam yamgaeanya akan
dilaksanakan dalam bidang-bidang seperti pendiddam pelatihan,
sarana ibadah, sarana/prasarana umum, pelestdaiar) lkesehatan
serta bantuan korban bencana alam dapat terlaksmahnya.

Dari keenam bidang kegiatan bina lingkungan yargkdkan
oleh Antam, sebagian besar dana disalurkan padedpigendidikan
yaitu mencapai 36,86%. Penyaluran dana di bidangdigikan
dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada peldgmn
mahasiswa berprestasi yang berasal dari daeraheldiais lokal
operasi. Selain pemberian beasiswa, penyaluraam loiaa lingkungan
di bidang pendidikan juga dilakukan dengan membangarana
prasarana bagi sekolah terapung yang berada di -Dawi,
Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan pembetikandjan bagi
keberangkatan delegasi mahasiswa Universitas Gdjédda,
Yogyakarta ke ajang Oxford International Model @dit Nations
20107

Pada bidang pembangunan sarana ibadah, Antamatealibif
dalam membantu pemugaran Masjid Raya Nurul ImarKiging,

“>Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 261r@,25.
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Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Biayagyaisalurkan
bagi pembangunan masjid ini adalah Rp 2.000.000.@d@0a milyar
rupiah). Setelah pemugaran selesai, maka nama dmamsjiakan
diubah menjadi Masjid Agung Kecamatan Bintan Timur.

Pelaksanaan bina lingkungan di bidang sarana dasamna
dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan tenaga s$ntuk
pembangkit listrik di dua kecamatan di Kabupateintdéera Timur,
Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 31 Maret 208ftam dengan
PT LEN Industri menandatangani nota kesepahamary yseisi
penyediaan pembangkit listrik tenaga surya skalal keulai tahun
2010 yang akan ditempatkan di enam desa di Kabupgdédmahera
Timur tersebut. Tidak hanya menyediakan pembanrigkitk, Antam
juga memberikan pelatihan kepada masyarakat mengeare kerja,
perawatan, perbaikan serta pengelolaan pembarmjkiit tersebut.

Kegiatan penting lainnya dalam program Bina Lingiam
adalah pelestarian alam, yang diwujudkan dengaskgarpenanaman
pohon di kawasan Nagrak, Ciangsana, Cibubur, Kabaofogor dan
penanaman bakaum@ngrovg¢ di Pantai Harapan, Kecamatan
Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Penanaman 10.000 pohon di kawasan Nagrak dilaksanak
secara kerjasama dengan masyarakat setempat yamglapae
pendampingan dari CECT Universitas Trisakfi. Tidak hanya
bertujuan untuk merehabilitasi kawasan, programuga diharapkan
dapat meningkatkan harkat hidup masyarakat seterygiéii dengan

memberikan bibit tanaman produktif unggulan untutarthm dan

“% Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 201 27.

4" CECT (Center for Entrepreneurship, Change anddT®éctor) Universitas Trisakti (d/h Center
for Entrepreneurship, Cooperative, and Third S¢edalah Pusat Penelitian Kewirausahaan,
Perubahan dan Sektor Ketiga di bawah naungan SeRalscasarjana Universitas Trisakti. CECT
merupakan think-tank Program Magister Manajemers&otrasiCorporate Social Responsibility
(MM-CSR) dan Community Enterprise (MM-CE) Universitas TkisaPeran utama CECT adalah
mengembangkan proses belajar-mengajar, melakus@instudi kasus CSR di perusahaan,
menyelenggarakan pelatihan, mendatangkan praktissektor swasta, pemerintah dan sektor
ketiga, serta mengundang pembicara dan pengajatiddilang CSR dari luar negeri.
http://www.cect-usakti.org/content.php?Ln=id&Mnterakhir diakses pada tanggal 5 Januari
2012,
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dipelihara, sehingga dalam waktu yang tidak terlatna sudah bisa
menghasilkan. Hasil yang didapat dari tanaman hetselapat
dimanfaatkan masyarakat sehingga taraf kehiduparekaedapat
menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Bakau adalah tanaman yang sangat berarti bagi dbakau
tidak hanya berfungsi sebagai pelindung garis palata abrasi, tetapi
juga dapat menjadi tempat tinggal bagi berbagas jerakhluk hidup
yang membentuk suatu ekosistem tersendiri. Penan&tm@00 bakau
yang dilaksanakan oleh Antam di Pantai Harapan jdidgkukan
secara kerjasama dengan Pusat Studi Lahan Keringertditas
Haluoleo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleimbaga
Swadaya Masyarakat dan Karang Taruna setempat.aiugari
penanaman bakau ini adalah untuk memulihkan eleosigtantai,
membentuk sabuk hijaugeen belt hutan bakau sepanjang garis
pantai dan sebagai upaya antisipasi terhadap giaatii.

Antam juga menyadari bahwa kesehatan merupakanarbagi
yang sangat penting dalam masyarakat. Pada ta@bL@, ZAntam
membangun sarana penunjang kesehatan masyarakiat, pysat
kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Buli, Kabupdtmahera
Timur. Puskesmas ini dilengkapi instalasi rawapigang diharapkan
dapat membantu akses masyarakat setempat untuk apeatkdn
pelayanan kesehatan yang memadai.

Instalasi rawat inap Puskesmas di Buli juga dilamgldengan
peralatan untuk keperluan penyinaran dengan sinata¥ Rontgen.
Total biaya yang dikeluarkan oleh Antam untuk menghen fasilitas
Puskesmas ini adalah Rp 881.000.000,- (delapandslzpanpuluh
satu juta rupiah).

Perhatian Antam pada kondisi kesehatan lingkungaga |
dilaksanakan di Pongkor, Provinsi Jawa Barat. Saléamhun 2010,
Antam melakukan bantuan pembangunan rumah sehétdigsa yang
ada, dengan total biaya mencapai Rp 500.000.0b@arétus juta).
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Dengan dibangunnya rumah sehat yang layak hunidiharapkan
taraf kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Antam juga melaksanakan program peningkatan keselsairta
perbaikan gizi masyarakat melalui kerjasama dengifiak serta
berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalanulb@eimeriksaan
dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk argia,l anak-anak,
ibu hamil serta bantuan biaya operasi dan biayahaan. Total biaya
yang disalurkan Antam untuk melaksanakan peningk&esehatan
pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 3.076.000.Q{x- milyar
tujuhpuluh enam juta rupiah).

Penyaluran dana kepada korban bencana alam dilalkrkizam
melalui program BUMN Pedulf. Sepanjang tahun 2010, Antam
mengirimkan bantuan kepada korban banjir di Wastooyinsi Papua
Barat senilai Rp. 1.022.000.000,- (satu milyar diaip dua juta
rupiah), bencana tsunami di Kepulauan MentawaiyiRso Sumatera
Barat senilai Rp. 209.000.000,- (duaratus sempi&an rupiah), dan
bencana erupsi Gunung Merapi di sekitar Daerahméstia
Yogyakarta senilai Rp. 453.000.000,- (empatratofiuluh tiga juta
rupiah). Pendistribusian bantuan dilakukan mel&uigus Tugas /
TaskforceSiaga Bencana Alam (TSBA) Antam yang terdiri dari
Emergency Response Gro{fRG) dan tenaga medfs.

Selain memberikan bantuan kepada korban bencamg phkada
tahun 2011 Antam juga turut melaksanakan Pasar IMsebagai
bagian dari program BUMN Peduli. Pasar Murah yamgdakan
menjelang hari raya ini bertujuan agar masyarakaigdn ekonomi
lemah dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok ddrayga yang
lebih murah dari harga pasar. Salah satu contoakgehaan Pasar
Murah adalah kegiatan Pasar Murah di beberapa llaeparasi
Antama di Provinsi Maluku Utara yang diadakan paaasa

“8 Program Bina Lingkungan yang ruang lingkupnyatdjikan oleh Menteri (Pasal 11 ayat (2)
huruf f PerMen 2007)
“http://www.antam.com/component/option,com_joogettid,144/task, viewcategory/catid,85/sta

rtpage,4/lang,en/index.php?option=com_content&task#&id=406&Itemid=144&lang=id

terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012
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menjelang hari raya Lebaran tahun 2011 yang lakgidtan Pasar
Murah tersebut dilaksanakan sesuai dengan SuratekMieNegara
Badan Usaha Milik Negara Nomor S-436/MBU/2011 taaid?b Juli

2011 perihal Pasar Murah BUMN Peduli 2671.

2.2.4 BiayaLlingkungan

Antam menyadari potensi risiko ancaman kerusakagklingan
akibat dari kegiatan operasi tambang. Berbeda dempgausahaan
pertambangan mineral lain, Antam memiliki beragawmé&ditas
produk, yaitu emas, perak, nikel, bauksit, pasisi,bdan batubara.
Keadaan ini membawa konsekuensi diperlukannya pemgetahuan
multi disiplin dan penerapan beragam teknologkairpengetahuan
dampak lingkungan sesuai produk yang dihasilkan.

Selain perbedaan produk, Antam juga memiliki lokagerasi
pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah ndioriesia,
sehingga membawa implikasi pada perbedaan kondsigrgfis
maupun situasi sosial-budaya-ekonomi di masingimgagaerah. Hal
ini menyebabkan diperlukannya kebijakan tersendituk menyikapi
semua keadaan tersebut, dengan memberi kesempatarbprbagai
pihak untuk merumuskan bersama bagaimana bentugefmaan
lingkungan yang terbaik.

Selama tahun 2010, Antam secara sungguh-sunggugehoén
dampak lingkungan untuk meminimalkan ancaman k&ersaBuah
dari kerja keras ini adalah pengakuan dari Kem@rteringkungan
Hidup dalam bentuk pemberian penghargaan Propautdign Proper
Biru. Penghargaan Proper Hijau diberikan kepada UBMas
Pongkor, sedangkan penghargaan Proper Biru dilveképada UBPP
Logam Mulia, UBP Nikel Sulawesi Tenggara serta UBlkel
Maluku Utara*

http://www.csrbusinessindonesia.com/2011/12/pasamhbumn-peduli.htnterakhir diakses
pada tanggal 6 Januari 2012.
> Laporan Keberlanjutan 2010, him 32.
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Secara keseluruhan, biaya lingkungan yang diketuar@leh
Antam selama tahun 2010 mencapai Rp. 69.310.000.000
(enampuluh sembilan milyar tigaratus sepuluh jutgiah), yang
digunakan untuk reklamasi dan revegetasi, pengemda&rosi dan
limbah, serta kegiatan pemantauan lingkungan lainiyluar biaya
tersebut, Antam juga mencadangkan biaya untuk mmneklamasi
dan pengutupan tambang sebesar Rp. 226.000.000.@R&ratus

duapuluh enam milyar rupiah).

2.3 Konsistens Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. ANEKA
TAMBANG (Persero) Thk. menurut Peraturan Perundang-undangan

Indonesia

Antam adalah sebuah BUMN yang berbentuk perusapasseroan
terbuka, yaitu Persefdyang melakukan penawaran umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar mbbalam menjalankan
usahanya, Antam tidak hanya tunduk kepada UU BUBtHpi juga undang-
undang lainnya yang berkaitan dengan kedudukanrefzagai sebuah
perseroan terbatas, termasuk UU PT dan ketentuaksp@aan lainny’.

Sebagai sebuah BUMN yang berbentuk perseroan asiblergerak
di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alaity ypertambangan,
maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan programbgreayaan
masyarakat di Antam tunduk pada tiga peraturannukeng-undangan, yaitu:
1. Kewajiban melaksanakan PKBL menurut UU BUMN danMrar 2007;

2. Kewajiban melaksanakan TJSL menurut UU PT, dan;

3. Kewajiban melaksanakan Pengembangan dan Pembendiasyarakat
menurut UU Minerba.

Ketiga kewajiban ini mempunyai istilah yang berbéegda dengan pedoman

pelaksanaan yang berbeda pula.

*’BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modabmpagi dalam saham yang seluruh
atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persamgsnnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntuagsal 1 angka 2 UU BUMN)

%3 pasal 1 angka 3 UU BUMN

> Pasal 3 UU BUMN
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Walaupun ketiga peraturan perundang-undangan teérseempunyai
tiga istilah yang berbeda, namun prinsip pelaksandan semangat atau
filosofi yang terkandung dalam pengaturan tersskebenarnya adalah sama,
yaitu untuk memberdayakan masyarakat sebagai pemegapentingan
suatu perusahaan. Filosofi dasar inilah yang dkapgoleh Antam dan
dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewajiban esfagaan
masyarakat Antam, termasuk dalam mengeluarkan @garbkebijakan
mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.

Selain menangkap filosofi dasar tersebut, pelalksanprogram
pemberdayaan masyarakat Antam juga berpedoman Padat Edaran
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SHARL/2008
tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaar RKGB Penerapan
Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terRengeroan Terbatas
(selanjutnya disebut SE 21). Dalam surat edarasebet, diberikan
penjelasan mengenai kewajiban BUMN dalam menjalaf4@BL dan TJSL.
Pada prinsipnya, semua BUMN wajib menjalankan PKEedangkan
kewajiban menjalankan TJSL harus melihat bidanghaisdan kegiatan
BUMN yang bersangkutan, yaitu bagi BUMN yang beaggedi bidang
sumber daya alam dan/atau kegiatan usahanya beadlapgda fungsi
kemampuan sumber daya alam maka wajib menjalan&&h.TBagi BUMN
yang tidak bergerak di bidang sumber daya alamatmkegiatan usahanya
tidak berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya, anaka dapat
pula melaksanakan TJSL.

Berdasarkan surat edaran tersebut pula diberikadonpen bagi
pemisahan anggaran antara pelaksanaan PKBL denifzin BUMN yang
melaksanakan TJSL haruslah menganggarkan biaya B&Bhgai biaya
perusahaan dan tercantum dalam Rencana Kerja AarmggBerusahaan.
Sedangkan penganggaran bagi pelaksanaan PKBL betg@doman pada
PerMen 2007, yaitu diambil dari laba perusahaamgae demikian, sebuah
BUMN yang melaksanakan PKBL dan TJSL harus dapahjatenkan
kewajiban-kewajiban tersebut dari sumber dana yenigeda.
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Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Antam memeketiga
peraturan perundang-undangan yang mengatur progsamberdayaan
masyarakat di Antam dengan berpedoman pada suaaaredersebut dan

pedoman pelaksanaan lainnya.

Pelaksanaan kewajiban pemberdayaan masyarakat diamAn
dilaksanakan dengan membentuk sebuah komite tersepditu Komite
CSR-LPT dibawah koordinasi dari Direktur Umum daBSRC Komite ini
membawahi seluruh pelaksanaan program pengembangmyarakat di
Antam, vyaitu Program CombDev, Program Kemitraan, gRomm Bina

Lingkungan, dan Biaya Lingkungan sebagaimana wijataskan diatas.

2.3.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU
PT dan UU Minerba

Kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang
tercantum dalam UU PT dan UU Minerba mempunyaikraamaan
pokok, yaitu dilakukan oleh perusahaan dan berdadl anggaran
perusahaan itu sendiri dengan tidak memperhitungéba ataupun
ruginya. Berdasarkan dua persamaan inilah Antamaksahakan
program ComDev untuk memenuhi kewajiban pemberdayaa
masyarakat sebagaimana tercantum dalam kedua @eratu
perundang-undangan tersebut.

Walaupun berada dibawah koordinasi komite dan tirekang
sama dengan Program Kemitraan dan Program Binaklnhggan,
namun pelaksanaan Program ComDev berasal dari stkebangan
yang berbeda dengan kedua program tersebut yariuadggaran
perusahaan. Hal ini adalah sesuai dengan ketemtalam pasal 74
ayat (2) UU PT dan pasal 106 ayat (6) PP Pertanaraisgbagai
peraturan pelaksana UU Minerba yang menentukan dagragram
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaams h
dianggarkan oleh perusahaan pelaksana.

% Hasil wawancara penulis dengan Satuan Kerja CSRmpada tanggal 5 Januari 2011 di
Kantor Antam.
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Selain sesuai dengan pengaturan dalam UU PT dan UU
Minerba, pemisahan anggaran pelaksanaan progranbD@oiengan
program PKBL juga sesuai dengan SE 21 yang ditenbitoleh
Menteri BUMN mengenai pedoman pelaksanaan PKBL Ta&L.
Dalam surat edaran tersebut, tidak disebutkan nmamdeswajiban
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagadizar
dalam UU Minerba. Hal ini tentunya karena UU Mireerbaru
diterbitkan setelah surat edaran tersebut ditexhittNamun dengan
dasar penganggaran yang sama dan filosofi dasgrsana, dapatlah
disimpulkan bahwa pelaksanaan program ComDev idahte
memenuhi ketentuan mengenai anggaran yang diatein &U
Minerba, UU PT, dan SE 21.

Pelaksanaan program ComDev yang dilakukan disettéarah
operasional tambang Antam juga merupakan pementdrdvadap
pasal 106 PP Pertambangan, tepatnya ayat (1) iyeihgenai tempat
pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Mahdiahwa
pemerintah belum mengeluarkan peraturan pelaksanaketentuan
pemberdayaan masyarakat menurut UU PT, maka pelaksa
program CombDev di sekitar daerah operasional tagndartam dapat
dikatakan sesuai dengan UU PT yang tidak menjetat}iaih lanjut
dimana seharusnya perusahaan melakukan kewajibannya

Partisipasi  aktif Antam dalam kegiatan Musrenbang
(musyawarah rencana pembangunan) yang diadakarpetabrintah
daerah dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pa¥alayat (2)
PP Pertambangan, yaitu mengkonsultasikan programbgrelayaan
masyarakat kepada pemerintah. Melalui musyawaraklat, Antam
dapat melaksanakan rencana induk pelaksanaan taopnguab sosial
Antam yang disinergikan dengan rencana pembangulearah

setempat.
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2.3.2 Pedaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU
BUMN

Sebagaimana telah disebutkan diatas, pelaksanaagrapr
pemberdayaan masyarakat di Antam dilakukan dengambantuk
Komite CSR-LPT. Hal ini dilakukan oleh Antam sehagemenuhan
terhadap pasal 5 huruf a PerMen 2007 yang mewajitikdMN
untuk membentuk unit Program Kemitraan dan ProgrBma
Lingkungan dalam BUMN tersebut. Komite ini pula gamelakukan
pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaana sert
mengadministrasikan kegiatan pembinaan, membukuiagram
kemitraan dan program bina lingkungan serta mekgiaplaporan
pelaksanaan program baik secara triwulanan maugtwméan untuk
memenuhi ketentuan pasal 5 huruf f, g, h, i Peri1@ov.

Selain itu, Antam juga wajib menyusiBtandard Operating
Procedure(SOP untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat KepmrtuBireksi.
Untuk itu, direksi Antam mengeluarkan Surat KepatuDireksi
Antam Nomor 101.K/702/DAT/2005 yang berisiStandagrj No.
001 bagi pelaksanaan Program Kemitraan dan ProgBina
Lingkungan di Antam. Surat keputusan ini dibuat dasarkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PKE
236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usahbk
Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Ling&artn masih
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sampaniskatana isinya
yang masih relevan untuk digunakan.

Mitra binaan Antam dalam Program Kemitraan adalah
pengusaha UMK-K, yaitu pemilik usaha mikro, kecindkoperasi.
Pemberian dana kepada pengusaha UMK-K ini sedikitbdila
dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 3 PexDEh yaitu
hanya diberikan kepada usaha kecil dengan ketesglzagai berikut:
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a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.
(duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah damhag tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan pdbiaigyak Rp.
1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);

b. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan e&bang
perusahaan yang berhubungan baik secara langsuoguma
tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usalas; Bes

d. dapat berbentuk badan usaha perorangan, badan ysaita
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, tekmasu
koperasi;

e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikenkiaang

f. usaha telah berjalan minimal selama 1 tahun;

g. belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pamadari
bank gon bankablg

Definisi usaha kecil yang diberikan diatas sedi@rbeda
dengan definisi usaha kecil berdasarkan Undangngd@epublik

Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha MiKexil dan

Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Dalam pagalyang ke

1 angka 2, disebutkan bahwa:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yangdiber
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan htalan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukamgcab
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadjidra baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha meneagah
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecilgaghana
dimaksud dalam undang-undang ini.
Sedangkan kriteria usaha kecil menurut pasal 6 @atu UMKM

adalah:

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.0q0ma
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidakntasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih  dari
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampaigde
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paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar linadus
juta rupiah).
Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, makat dapa

dilihat adanya persamaan pada definisi usaha, keaiu:

1. usaha yang dimiliki oleh baik orang perorangan miaupadan
usaha;

2. berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan baik langg maupun
tidak langsung dengan usaha menengah dan usahlia besa

3. produktif dan mempunyai potensi dan prospek ekonomi

Perbedaan pokok terdapat pada batasan nilai kekdyeraih
dan hasil penjualan tahunan. Pada kriteria usak# kenurut UU
UMKM, nilai kekayaan bersih ditetapkan minimal R§0.000.000,-
(limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.00®-0(limaratus
juta rupiah. Sedangkan pada kriteria pemberian dagausaha kecil
dalam PerMen 2007 tidak disebutkan adanya nilaimah namun
langsung diberikan batasan maksimal sebesar Rp.0@D0O00,-
(duaratus juta rupiah).

Demikian pula dengan hasil penjualan tahunan. UUKWM
memberikan batasan minimal sebesar Rp. 300.000.Q@@&ratus juta
rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.0@a milyar
limaratus juta rupiah). Kembali PerMen 2007 tidalemberikan
batasan minimal pada hasil penjualan tahunan dayahaemberikan
batasan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,-rtsbtar rupiah).

Dengan adanya perbedaan kriteria tersebut, makendedsus
ini dapat digunakan teori hukulex specialis derogate legi generalis
yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukany bersifat
umum. Mengingat bahwa pelaksanaan PKBL dikhususkecara
khusus hanya kepada BUMN, maka ketentuan dalam WIKN
yang bersifat umum dikalahkan pelaksanaannya ofearA.

Walaupun terlihat seakan-akan dengan demikian Aianya
akan menyalurkan dana kepada usaha kecil sajay jpshggunaan
definisi sesuai PerMen 2007 tersebut memberikarlka@taan bagi
Antam untuk lebih giat menjalankan program kemitrdeepada
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masyarakat. Hal ini disebabkan oleh batasan ndkaiaan bersih dan
hasil penjualan tahunan yang ditentukan dalam PerRRO7 lebih
longgar daripada batasan yang ditentukan oleh UWKKNMM
Pelaksanaan program kemitraan kepada usaha mikmange
tidak dijelaskan secara spesifik dalam PerMen 20&mun hal ini
dapat dilakukan oleh Antam karena batasan nilaakaan bersih dan
hasil penjualan usaha mikro menurut UU UMKM masghntasuk
dalam kriteria usaha kecil menurut PerMen 200 #uyai
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000,0
(limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah damdwman
tempat usaha; dan

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak B@0.000.000,-
(tigaratus juta rupiah).

Sedangkan pemberian bantuan dana melalui program
kemitraan kepada Koperasi, walaupun tidak diselupk@da bagian
definisi, adalah sesuai dengan PerMen 2007 karatemdpasal 3
huruf (d) disebutkan bahwa salah satu yang termasil&km usaha
kecil adalah usaha yang berbadan hukum, salah ysatadalah
koperasi. Tentunya penyaluran dana kepada koperagbut dengan
mempertimbangkan kriteria lain seperti batasan ké&tayaan bersih
dan hasil penjualan dari koperasi tersebut.

Sebelum bantuan dana disalurkan kepada mitra bidatam,
ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan Antalpagai BUMN
Pembina, yaitu melakukan evaluasi dan seleksi kaks/akan usaha
mitra binaan sebagaimana ditentukan dalam pasair& d PerMen
2007. Antam menanggapi hal ini dengan sangat sesalsngga
seluruh pelaku usaha yang berminat menjadi mitreadn Antam
harus mengajukan proposal dan melalui seleksi g&bgran
administrasi sebelum pihak Antam melakukan penamawawal,
evaluasi, dan survey lapangan. Apabila seluruhp@ihawal tersebut
telah dilalui dan hasilnya baik, maka barulah pelaksaha

menandatangani perjanjian dengan Antam dan dapabuli sebagai
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mitra binaan yang mendapat bantuan dana dari Astlmagaimana
ditentukan dalam pasal 5 huruf e juncto pasalé®len 2007.

Antam juga menyadari kewajiban lainnya sebagai BUMN
Pembina tidak hanya menyalurkan dana, tetapi jugsnimerikan
pembinaan dan pelatihan kepada para mitra binaaglea dari itu,
untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam @@adalruf f,
Antam memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihanapmen
usaha dan pengikutsertaan mitra binaan pada pasparaeran baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Biaya yaikgldarkan untuk
melakukan pembinaan ini pada tahun 2010 mencapai Rp
2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupidah diperhitungkan
sebagai beban pembinaan berdasarkan pasal 11 Bydtufuf c
PerMen 2007.

Kerjasama Antam dengan PT Perkebunan Nusantard R P
X) dalam memberikan pinjaman kepada para petani tibJawa
Timur dilakukan dengan dasar bahwa Antam sebagaB®embina
dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur kuntu
meningkatkan  optimalisasi pelaksanaan program kaamt
sebagaimana diatur dalam pasal 8 PerMen 2007.

Antam juga mempunyai peranan yang semakin besamdal
pelaksanaan program kemitraan. Semakin berkembangeran
Antam dalam menyalurkan dana melalui program kewaitrdapat
dilihat dari perubahan posisi Antam dari hanya gabaBUMN
Pembina di tahun 2006 menjadi dipercaya sebagairdiwator
BUMN Pembin&® di tahun 2009 yang dapat dilihat dari tabel betriku

ini.

* Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjoiieh Menteri untuk
mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu prsivtertentu (Pasal 1 angka 13 PerMen
2007)
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Wilayah/Tahun 2006’ 2009°
Riau Pembina Pembina
DKI Jakarta Pembina Pembina
Jawa Barat Pembina Pembina
Jawa Tengah Pembina Pembina
Sulawesi Tenggara Pembina Koordinator
Maluku Utara Belum beroperas Pembina

Tabel 2.2.2.2 Peran Antam dalam Wilayah Binaan BUMN

Selanjutnya, pasal 9 ayat (1) huruf a PerMen 208i@entukan
sumber dana bagi pelaksanaan program kemitraamy wabesar
maksimal 2% dari penyisihan laba setelah pajakaRatun 2010,
Antam mendapatkan laba bersih setelah audit sebdgar
1.680.000.000.000,- (satu trilyun enamratus delpplam milyar
rupiah). Dari laba bersih tersebut, Antam menyiaihklana sebesar
Rp. 12.086.141.760,- (duabelas milyar delapanpehdam juta seratus
empatpuluh satu ribu tujuhratus enampuluh rupiattylu disalurkan
kepada para mitra binaan Antam melalui program esam.
Walaupun jumlah dana yang disisihkan tidak mencapaidari laba
tahun 2010, namun hal ini tidak menyalahi aturdardéPerMen 2007
karena dalam peraturan tersebut tidak diatur batasnal laba yang
disisihkan untuk pelaksanaan program kemitraan.

Dana program kemitraan, selain berasal dari pedrgmsiaba,
juga berasal dari jasa administrasi pinjaman/migigi hasil, bunga
deposito dan/atau jasa giro dari dana program kaamt setelah
dikurangi beban operasional, yaitu berdasarkanl gaagat 1huruf b
PerMen 2007. Sumber dana lain tersebut menjadi@tal jumlah
dana yang tersedia bagi pelaksanaan program kemi&katam pada
tahun 2010 adalah sebesar Rp. 43.292.609.027,-afpaiph tiga

*’Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Neegamor SE-06/MBU/S/2006 tanggal 25

*8Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negamor SE-01/MBU.S/2009 tanggal 31
Maret 2009 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koortlin@KBL tahun 2009.
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milyar duaratus sembilanpuluh dua juta enamratusbgen ribu
duapuluh tujuh rupiah).

Apabila dibandingkan jumlah dana yang tersedia deng
penyaluran dana program kemitraan Antam pada t&@i® yang
berjumlah Rp. 32.300.000.000,- (tigapuluh dua nnilfigaratus juta
rupiah), maka penyaluran dana mencapai 75% daa gang tersedia.
Namun apabila membandingkan jumlah laba yang Hisasi dengan
jumlah dana yang disalurkan, maka dapat disimpulketwa
penyaluran dana untuk program kemitraan oleh Antasncapai
100% dari dana yang disisihkan.

Demikian pula halnya dengan dana yang disalurkatukun
program bina lingkungan. Dari maksimal 2% (dua @e)s
sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) lauRdrMen 2007
yaitu sebesar Rp. 33.600.000.000,- (tigapuluh tglgar enamratus
juta rupiah) yang dapat disisihkan, Antam ‘hany&nyisinkan dana
sebesar Rp. 12.086.141.760,- (duabelas milyar defapuh enam
juta seratus empatpuluh satu ribu tujuhratus enarhpupiah) untuk
melaksanakan program bina lingkungan. Namun apdidanbahkan
dengan sisa kas tahun sebelumnya, sebagaimanadukigendalam
pasal 11 ayat (2) huruf f PerMen 2007, maka jundaha yang dapat
disalurkan dalam program bina lingkungan mencapap. R
30.224.378.394,- (tigapuluh milyar duaratus duapuempat juta
tigaratus tujuhpuluh delapan ribu tigaratus sembpilduh empat
rupiah).

Dari total jumlah dana yang tersedia untuk programa
lingkungan, sebanyak 30% harus tersedia untuk rak$ak program
BUMN Peduli. Maka dari itu, Antam menyisihkan dasebesar Rp.
9.067.313.518,- (sembilan milyar enampuluh tujulta juigaratus
tigapuluh tiga ribu limaratus delapanbelas rupiahjuk digunakan
dalam program BUMN Peduli. Pada prakteknya, seltahan 2010
dana yang digunakan untuk program BUMN Peduli ham@umlah
Rp. 1.685.112.000,- (satu milyar enamratus delagahplima juta
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seratus duabelas ribu rupiah). Mengingat bahwakpatean program
BUMN Peduli dikoordinir oleh Menteri BUMN, maka datp
dikatakan bahwa Antam telah melakukan kewajibannyauk

menyediakan dana tersebut dan tidak dapat dinyathkatanggung
jawab atas penyaluran dana program BUMN Peduli yhagya

mencapai 18% dari dana yang tersedia.

Program bina lingkungan yang dilakukan oleh Antadak
hanya mencakup program BUMN Peduli. Antam juga niikmi
program bina lingkungannya sendiri yang mencakup:

1) bantuan korban bencana alam;

2) bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3) bantuan peningkatan kesehatan;

4) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarang umum
5) bantuan sarana ibadah;

6) bantuan pelestarian alam.

sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huPafrlen 2007.

Dana yang tersedia untuk melaksanakan program bina
lingkungan tersebut adalah sebesar 70% dari tata gang tersedia,
yaitu sebesar Rp. 21.157.064.876,- (duapuluh satyamseratus
limapuluh tujuh juta enampuluh empat ribu delapasdujuhpuluh
enam rupiah). Dari jumlah dana yang tersedia tetsgienyaluran
dana program bina lingkungan pada tahun 2010 ad#&tah
17.600.000.000,- (tujuhbelas milyar enamratus jui@iah) atau
sebesar 83% (delapanpuluh tiga persen). Namunlamibandingkan
dengan jumlah laba yang disisihkan untuk programa ngkungan,
maka penyaluran dana mencapai 100% (seratus petdsen)dana
yang disisihkan dari laba perusahaan.

Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungamuniut
adanya laporan yang diberikan kepada Menteri BUMBEN d
Koordinator BUMN Pembina setempat sebagaimanantroadalam
pasal 5 huruf i juncto pasal 21 PerMen 2007. Untaémenuhi

kewajibannya dalam pasal-pasal tersebut, maka Amtemerbitkan
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Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan baécara
triwulanan maupun secara tahunan. Dalam laporag yterbitkan
secara tahunan, termasuk didalamnya adalah lap@@ngan yang
telah diaudit dan dibuat terpisah dari laporan kegaa perusahaan,
sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (6) junctd pasayat (1) huruf
b PerMen 2007. Laporan tersebut tidak hanya dis&apskepada
Menteri dan Koordinator BUMN Pembina, namun jugsadipaikan
kepada para pemegang saham perusahaan dan Dewaisa®m
perusahaan.

Sebagaimana halnya laporan tahunan dan laporamdaa
pada perusahaan pada umumnya, laporan tahunan sapedein
program kemitraan dan bina lingkungan juga harusndapat
persetujuan dari RUPS selambat-lambatnya 6 (enamgnbsejak
berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Bainge laporan
tersebut sekaligus juga memberikan pelunasan danbgigasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisafkana
pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungapargang
tindakan pengurusan yang tercantum dalam laporaelet.

Pengaturan mengenai sanksi atas kelalaian BUMNndala
melakukan kewajibannya sebagai BUMN Pembina tidakantum
dalam PerMen 2007. Namun demikian, dalam pasal & €l)
peraturan tersebut ditentukan bahwa kinerja progiemitraan
merupakan salah satu indikator penilaian tingkatekatan BUMN.
Sehingga Antam bertanggung jawab untuk memastikajaman
yang diberikan kepada mitra binaannya bersifatdanc

Sampai akhir tahun 2010, tercatat ada 33,56% (tigaptiga
koma lima enam persen) dana yang disalurkan namelomb
dikembalikan oleh mitra binaan Antam. Terhadap kasu, maka
Antam menerapkan pasal 27 PerMen 2007, yaitu mkdakwsaha
pemulihan pinjaman. Cara yang dapat ditempuh unteknulihkan
pinjaman adalah dengan cara penjadwalan kembadictjeduliny
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atau dengan penyesuaian persyarataco(ditioning dengan syarat

mitra binaan harus memenuhi beberapa kriteriayyait

a. mempunyai itikad baik terhadap upaya pemulihanapngn;

b. usaha mitra binaan masih berjalan dan masih menapungspek
usaha;

c. mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk mearbay
angsuran.

Adapun penggolongan kualitas pinjaman ditetapkatanda
pasal 26 PerMen 2007 menjadi sebagai berikut:

a. lancar, apabila pembayaran angsuran pokok danagsenistrasi
pinjaman dilakukan tepat waktu atau paling lamb& 3
(tigapuluh) hari dari jadwal yang ditentukan;

b. kurang lancar, apabila pembayaran dilakukan teréartdbih dari
30 (tigapuluh) hari namun kurang dari 180 (seratus
delapanpuluh) hari;

c. diragukan, apabila pembayaran dilakukan terlamddaibldari 180
(seratus delapanpuluh) hari namun kurang dari 2it@rétus
tujuhpuluh) hari;

d. macet, apabila pembayaran dilakukan terlambat lel@h 270
(duaratus tujuhpuluh) hari.

Dari kriteria tersebut, penjadwalan ulang dan psog&an persyaratan

akan diberikan kepada pinjaman yang bersifat kurdagcar,

diragukan, dan macet.

Penyaluran dana dalam program kemitraan tidak hanya
dilakukan secara langsung tetapi juga secara fatasung. Dengan
demikian, penyaluran dana yang dilakukan Antam melBUMN
lain juga harus dinilai berdasarkan kriteria tetgebdiatas.
Berdasarkan laporan keuangan program kemitraamAtghaun 2010,
maka pinjaman dana Antam yang disalurkan melaluiMBUatau
lembaga lain justru mendapat kriteria ‘lancar’. &sgkan penyaluran
dana yang dilakukan secara langsung oleh Antam at@npiutang

bermasalah sebesar Rp. 9.960.039.354,- (sembilarlyarmi
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sembilanratus enampuluh juta tigapuluh sembilanribbgaratus
limapuluh empat rupiah).

Dengan berpedoman pada PerMen 2007, maka dapat
disimpulkan bahwa Antam berkomitmen untuk melakkana
program kemitraan dan program bina lingkungan &ebaiknya.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan memenuhi segalaturan
yang tercantum dalam PerMen 2007 serta kesediagamAnintuk
juga memenuhi program pemerintah lainnya, sepestiram BUMN
Peduli.

Program pemberdayaan..., Angeline Farahita, FHUN/YBRSITAS INDONESIA



55

BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Program pemberdayaan masyarakat pada sebuah pEosdhpat
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tiarbeda. Namun
dengan mengingat bahwa maksud dan tujuan dari gmogremberdayaan
masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakagae tanggung
jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, malatlatagiambil satu
benang merah yang menghubungkan berbagai perggearandang-undangan
yang berbeda-beda tersebut.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat padanka
Tambang (Persero) Tbk diatur oleh 3 (tiga) undamgang yang berbeda,
yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19ufaR003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Republdohesia Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undwlarg Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral datulizaa. Program
pemberdayaan masyarakat pada tiap undang-undangliknerama yang
berbeda, vyaitu secara berturut-turut; Program Keaant dan Bina
Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungagrtas Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mematuhi selurulenkesn
peraturan perundang-undangan tersebut dengan merkbsgbuah Komite
Corporate Social Responsibility-Lingkungan, Pascambbang yang
membawahi empat program, yaitu Program Communityveld@ment
sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemberdayaaparakat dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 72Q@6ntang
Perseroan Terbatas dan Undang-undang Republik ésgoiNomor 4 Tahun
2009 tentang Mineral dan Batubara, Program Kemmt@den Program Bina

Lingkungan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban bgrelayaan
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masyarakat dalam Undang-undang Republik Indonesimdd 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Biayaghkingan untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangamykai

Saran
Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat olehapears dapat

berjalan dengan baik dan efektif serta tepat paaran, maka penulis

bermaksud untuk memberikan saran:

1. agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintddagse pedoman
pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagaimanantigrcadalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun72@htang
Perseroan Terbatas;

2. agar pemerintah menggunakan istilah yang seragaamdaembuat
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenabep@ayaan
masyarakat;

3. agar pelaku usaha dapat melakukan sinkronisasrgrogemberdayaan

masyarakat dengan mengambil benang merah darip spgeaturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban

pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tangguadyg tersebut
dengan sebaik mungkin sehingga sesuai dengan ketemteraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dapat menkagkat

kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.
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